PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) PGRI SUMATERA BARAT

DENGAN
BALAI PENGELOLAAN DAS DAN HUTAN LINDUNG AGAM KUANTAN

Nomor: 0611/STKIP-AU/PGRI-SB/ 2020
v Nomor: PKS.193/BPDASHL.AK/TU/KUM.1/7/2020

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan

dibawah ini:

I. Jarudin, M.A, Ph.D Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama Sekolah Tinggi Keguruan dan Iimu Pendidikan
(STKIP PGRI) Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama STKIP PGRI Sumatera Barat yang
berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang yang untuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. Nursidah, SP. MP Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Agam
Kuantan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai
Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Agam Kuantan yang
berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 46 Padang,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan
peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, berdasarkan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

_ Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Permen LHK Nomor P.78/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Kerjasama Dalam
Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
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Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
Maksud dan Tujuan
(1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak
guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian
dan pengabdién masyarakat serta Pengelolaan DAS berkelanjutan.
(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah :

a) Meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, magang
mahasiswa, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat.

b) Menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan kepada peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan melalui gerakan Pemulihan Lingkungan DAS.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerja Sama
Ruang lingkup kerja sama ini secara umum meliputi :
1. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Magang Mahasiswa, Penelitian, Pengabdian
Kepada Masyarakat,
2. Penyelenggaraan kolaborasi riset dan pemanfaatan hasil riset, serta pengembangan
sumberdaya,
3. Penguatan budaya cinta lingkungan melalui Gerakan Pemulihan Lingkungan DAS.
4. Kegiatan penulisan dan penerbitan buku dan bentuk publikasi cetak dan/atau online lainnya
5. Kegiatan lain yang terkait dengan Pengelolaan DAS yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Untuk pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil
masing-masing PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir ruang lingkup kerjasama ini
sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pasal 4
Pembiayaan
Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain
yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
- Jangka Waktu

(1) Kerjasama ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat
diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat
secara tertulis;

(2) Jangka waktu sebagaimana ayat 1 (Satu), berlaku dengan ketentuan para pihak secara
bersama-sama akan menindaklanjuti kerjasama ini dalam waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah ditandatangani kerjasama ini berakhir, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan
tersebut tidak ditindaklanjuti maka kerjasama ini akan batal dengan sendirinya.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi kesalapahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiaanya dilakukan melalui
musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Lain-lain
(1) Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam perjanjian
kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas kesepahaman oleh PARA PIHAK, dan
akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari kerjasama ini.



(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari,
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama
ini dalam rangkap 2 (Dua) asli diatas materai cukup dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.
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